
 
 

 
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG 

NOMOR : 400.9.1/2127/DINSOS/2024 

 

TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG 

 
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 

 
Menimbang : a. 

 

 

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1, Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap 

informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

pengguna informasi publik; 

  b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 

 

 

 c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, 

badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap 

kebijakan yang diambil; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng 

tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 

Kabupaten Buleleng. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 



 
 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 

  7.  Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 





  

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 

Nomor        : 400.9.1/2127/DINSOS/2024 

Tanggal      : 2 Januari 2024 

 

No. Informasi Dasar Hukum 
Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi Jangka Waktu  

Akibat jika informasi dibuka  Manfaat apabila informasi 
ditutup  

1. Jumlah PKH yang 

menerima program 

pemberdayaan sosial 

melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan 

transaksi Elektronik / ITE 

(Pasal 30) 

Kemungkinan 
penyalahgunaan informasi 

Menghindari terjadinya penyalahgunaan 

hak akses 
Tidak terbatas 

2. Jumlah Keluarga Miskin 

yang memperoleh sistem 

jaminan sosial melalui 

Program keluarga harapan 

(PKH) 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan 

transaksi Elektronik / ITE 

(Pasal 30) 

Kemungkinan 

penyalahgunaan informasi 

Menghindari terjadinya penyalahgunaan 

hak akses 
Tidak terbatas 

3. Tuna Sosial 

(Gepeng,Waria,WTS, 

ODGJ, ODHA,Korban 

Napza) 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan 

transaksi Elektronik / ITE 

(Pasal 30) 

Kemungkinan 
penyalahgunaan informasi 

Menghindari terjadinya penyalahgunaan 

hak akses 
Tidak terbatas 

4. Eks Narapidana yang 

meningkat 

keterampilannya dan 

mandiri 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan 

transaksi Elektronik / ITE 

(Pasal 30) 

Kemungkinan 

penyalahgunaan informasi 

Menghindari terjadinya penyalahgunaan 

hak akses 
Tidak terbatas 

5. Pelayanan dan 

perlindungan hukum bagi 

perempuan dan anak 

korban tindak kekerasan 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan 

transaksi Elektronik / ITE 

(Pasal 30) 

Kemungkinan 
penyalahgunaan informasi 

Menghindari terjadinya penyalahgunaan 

hak akses 
Tidak terbatas 

 

 

 




